
PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  

PEROLEHAN SUARA PADA PEMILU TAHUN 2024 

 

8.1 Persiapan Pengawasan 

Tahapan ini menentukan hasil akhir pemilu dan oleh karena itu 

memerlukan pengawasan yang sangat ketat untuk memastikan tidak ada 

pelanggaran yang merusak integritas pemilu. Setelah penghitungan suara di 

tingkat TPS, proses rekapitulasi hasil suara di tingkat PPS (Panitia 

Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) hingga tingkat 

Kabupaten juga harus diawasi. Pengawasan pada tahap ini memastikan 

bahwa hasil penghitungan suara yang telah dihitung di TPS tidak dimanipulasi 

selama proses rekapitulasi. 

8.2 Pencegahan 

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pencegahan dengan 

mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Adapun isi dari 

imbauan tersebut yaitu mengimbau kepada KPU Kabupaten Karanganyar 

untuk melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

8.3 Penanganan Pelanggaran  

Selama pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan 

suara untuk Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak 

menerima laporan maupun menemukan pelanggaran Pemilu. 

8.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 

Selama pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan 

suara untuk Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak 

menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu. 

8.5 Publikasi Hasil Pengawasan 

Setelah sebelumnya dilakukan penghitungan ditingkat Tempat 

Pemungutan Suara (TPS), Tahapan Pemilu telah memasuki Rekapitulasi Hasil 

Perolehan Suara tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada Minggu -Minggu 

(18-25 Februari 2024) dimasing-masing aula Kecamatan.  

Pada pelaksanaan Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan 

tersebut ditemukan beberapa masalah seperti Sirekap yang sering mengalami 

kendala. Ada beberapa kecamatan yang telah memulai rekapitulasi sejak 



Minggu (18/02/2024) tetapi karena adanya kendala maka KPU RI menunda 

sampai proses rekapitulasi pada Selasa (20/02/2024). 

 

Gambar 8.1 Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara 

Pelaksanaan rekapitulasi tersebut dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan 

serta Pengawas Desa/Kelurahan, Saksi Peserta Pemilu dan Forkompimca 

dimasing-masing Kecamatan. Jajaran Pengawas Kecamatan dalam 

melakukan pengawasan proses rekapitulasi tersebut melakukan pencermatan 

data dengan Alat Kerja serta data yang telah dimilik oleh Masing-masing 

Pengawas Kecamatan. 

Setelah sebelumnya dilakukan rekapitulasi ditingkat kecamatan, 

kemudian dilakukan proses rekapitulasi ditingkat Kabupaten pada Rabu- Kamis 

(28-29/02/2024) bertempat di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten 

Karanganyar. 

Setelah dilakukan rekapitulasi tersebut dilanjutkan dengan rapat pleno 

dan penandatanganan D-Hasil Kabupaten oleh masing-masing saksi yang 

hadir dan ditutup dengan penyerahan D-Hasil Kabupaten dari KPU 

Karanganyar kepada Bawaslu Karanganyar dan kepada masing-masing saksi 

yang hadir. 

 



 

Gambar 8.2 Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara 

Proses rekapitulasi ditingkat Provinsi pada Kamis (07/03/2024) 

bertempat di Aula KPU Provinsi Jawa Tengah. Pada kegiatan rekapitulasi 

tingkat provinsi Jawa Tengah tersebut Kabupaten Karanganyar mendapatkan 

urutan pembacaan kedua, dalam rekapitulasi tersebut berjalan sesuai dengan 

regulasi dan tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan yang diajukan dari 

saksi peserta Pemilu. Karena semua kejadian khusus dan keberatan dari 

peserta Pemilu telah diselesaikan di tingkat kabupaten. 

8.6 Inovasi Pengawasan 

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan inovasi yaitu dengan 

aktif membuat publikasi seputar kabar sejauh mana rekapitulasi telah berjalan, 

dalam bentuk postingan sosial media. Sekaligus sebagai bukti bahwa 

pengawasan Pemilu tetap berjalan dan wujud transparansi kepada publik.  

8.7 Kontrol dan Evaluasi 

Pelaksanaan pengawasan rekapitulasi hasil perolehan suara Kabupaten 

Karanganyar berjalan dengan lancar. Segala bentuk permasalahan dan 

keberatan sudah diselesaikan di tingkat kabupaten. 

 


